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Denpasar (Bali Post) - :

Tomi Murtomo, saksi dari Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), Kamis (2/4) membeber kekayaan man-
tan Bupati Klungkung Wayan Candra. Dia dihadirkan
JPU Made Pasek, Suhadi dkk. Di persidangan yang
dipimpin hakim Hasolan Sianturi dengan hakim
anggota Hartomo dan Sumali itu, saksi dari KPK
mengaku bahwa Candra hanya sekali mengirim hasil
kekayaannya, yakni tahun 2008. '

éali Post/dok
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Apa yang anda ketahui
tentang laporan kekayaan?
tanya ketua hakim Haso-
loan Sianturi. Tomi dari
KPK mengatakan, dari cata-
tannya, Candra baru sekali
melaporkan harta kekayaan
sebagai pejabat negara,
yakni tahun 2008. X

“Ini berdasarkan per-

mintaan KPK., setelah .

menyurati Maret 2008,

_dipenuhi September 2008,”

katanya. Sedangkan tahun
2011 KPK kembali me-
nyurati supaya melapor-
kan kekayaannya “Namun
sampai sekarang terdakwa
belum melaporkan, tandas
petugas KPK. i
Bisa dJJelaskan laporan—
nya? tanya hakim kembali.
Pihak KPK mengatakan,
penghasilan yang dilapor-
kan terdakwa total Rp 333
juta per tahun. Ada juga
pengasilan sebagai Bupati
Klungkung, pengasilan pro-
fesi Rp 30 juta setahun, pen-
gasilan kekayaan. Bahkan,
ada juga dibeber penghasi-

lan istrinya, serta gaji pokok

Rp 6 juta per bulan. Selain
itu ada juga harta tak berg-
erak Rp 12 miliar, ada juga
perhiasan dan lainnya.
Saksi yang bertugas di
bagian laporan hasil keka-
yaan pejabat negara (LKH-
PN) ini juga menerangkan
bahwa harta kekayaan yang
dimiliki setelah diverifikasi
sebanyak Rp 1,76 miliar.
Salah satu yang dikoreksi

‘adalah nilai saham. Saat
"diajukan nilainya Rp 300
juta lebih, terkoreksijadi Rp

100 juta lebih. Saksi KPK

lainnya, Udin Jala_lud‘iq

S‘abw/ Y4 APVT‘ 20\%

3

Saksi merupakan pegawai

fungsional pada pemeriksa
gratifikasi. P

Selain itu, saksijuga ada
dari guru yang pernah dip-
injam KTP-nya. Namanya
dipinjam untuk kepentingan
Candra. Jumlah pinjaman-

nya Rp 900 juta. Padahal

penghasilan saksi Rp 4 juta.

. Dia adalah saksi Wayan
- Natih. Pinjaman sebesar
‘Rp 900 juta di BPR Ar tha

Kencana. Walau dia sebagai
guru dengan penghasilan
Rp 4 juta per bulan, dirinya
percaya dengan terdakwa
dapat mengembalikannya.
Saksi lainnya adalah Su-
tanjaya.

Dia juga dipinjam na-
manya untuk meminjam
uang sebesar Rp 400 juta.
Saksi yang juga staf bagian
umum di Pemkab Klung-
kung mengaku berpenghasi-
lan Rp 2.5 juta per bulan,
namun bersedia dipinjam
namanya oleh Candra.

Dari orang-orang yang
dlpln]am namanya, ada

EM keponakannya yakni

ade Sri Laksmini. Saksi
vang memiliki usaha sem-
bako ini, mengajukan kredit
sebesar Rp 180 juta. Saksi
mengaku mau dipinjam
namnya, karena Candra
adalah pamannya sendiri.

Keponakan terdakwa
vang lain, Gede Putra Per-

~tama, juga mengaku dipin-
_]am namanya untuk kepent-

ingan terdakwa. Bahkan,
keponaka.nnya ini memberi-
kan jaminan tanah sawah

keluarga un.tuk mendapat-

kan pinjaman sebanyak Rp

- 650 juta. (kmb37)
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Setahun Duatah Rp 30 Juta V
Dewan Pertanyakan
Anggaran Sidak

Singaraja (Bali Post) -
- Inspeksi mendadak (sidak) sudah rutin dilakukan oleh wakil
rakyat terhormat di Buleleng. Sidak ini begitu sering dilakukan
oleh empat komisi atat oleh pimpinan Buleleng. Di tengah
va dewan Buleleng me]‘z;kukan sidak untuk menyikapi
isu atau pengaduan masyarakat, wakil rakyat pun kini memper-
tanyakan dukungan dana operasmnal | yang ﬁsmpkan oleh pihak
d ¥ n agen ﬂsiéakj‘angmerekaldkukan
Hal ini terungkap ketlka rapat internal gabungan komisi
di DPRD Buleleng Kamis (2/4) lalu di ruang gabungan komisi.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Buleleng I Made Adi Purna
‘Wijaya dan Ketut Sumerdhana. Agenda rapat khusus memba-
has masalah anggaran perjalanan dinas ini menghadirkan Plt.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Sekkab Buleleng Bimantara. Dalam rapat itu, Ketua Komisi I11
DPRD Buleleng Ni. Made Putri Nareni menegaskan, sejak duduk
menjadi wakil rakyat terhormat berkali-kali dia dan anggotanya
melaksanakan sidak ke lapangan. Selain karena mendapat pen-
gaduan dari warga, agenda sidak oleh Komisi ITI untuk menge-
tahui pelaksanaan program atau kegxatan yang dilakukan oleh
pihak ek%;kutxf ]aD1mntengah padatnya agendg sidak, Nad;rc:; dan
anggota dewan ya mempertanyakan dukungan op-
erasional sidak “Anggaran sidak tahun 2015 dalam bentuk dana
gelondongan sebesar Rp 30 juta. “Selama mmmm
et otk i ok bk o Fo i |
‘garan sidak ini ahui
‘nya setahun Rp 30 juta. Takutnya kalau kami mrmelakukan
sniak nanti anggarannya tidak cukup,” katanya. :
Sekretaris Dewan (Sekwan) T Gede Wisnawa, S.H, ,meggata
kan,da!am DPA memang tidak disebut _ Wuauntuk
sidak. Sementara yang ada anggaran untuk perjalanan din:
dalam kabupaten. Dana ini seperti sidak, kunju
SKFD atau ke mlayahkecamatan, dan dengar pendapat Untuk
e T
p anggota dewan yang meliputi biaya
(BBM) untuk kendaraan dan biaya mgkanmm . Berdsarkan
rincian yang ada, untuk perjalanan dinas dinas dalam wﬁlyah Buleleng
masing-masing komisi mendapat. Jatah 20 kali pegalanan dinas
dalam kabupaten. (kmb38) h
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Sldang Kasus Korupsi Kehutanan Lo
Terdakwa Ajus Divonis
- Penjara 2,5 Tahun .,.,,

Denpasar (BaliPost) - ; = 1
Vonis hakim atas perkara dugaan korupsi dana hibah ke-
hutanan Kabupaten Karangasem jauh merosot dari tuntutan
JPU. Pada sidang dengan agenda putusan (vonis) Kamis (2/4)
lalu, terdakwa I Wayan Suradika alias Ajus divonis hukuman
penjara selama dua tahun enam bulan (2,5 tahun), denda Rp
50 juta subsider 3 bulan. Terdakwa juga diwajibkan membayar
pengganti kerugian negara Rp 759.600.000 subsider setahun
penjara. Vonis ini jauh lebih ringan, karena sebelumnya ter-
dakwa dituntut empat tahun penjara. - : i
* Ketua majelis hakim I Dewa Gde Suarditha bersama ha-
kim anggota Guntur dan Hartono menyatakan sesuai fakta
persidangan sependapat dengan jaksa penuntut umum (JPU)
Ditya Okto Tohari dkk. bahwa kedua terdakwa terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan korupsi sebagaimana diatur
dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi UU
Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal
64 ayat 1 KHUP. ; ol i
Hanya, setelah mempertimbangkan hal-hal memberatkan
yakni tidak memperhatikan larangan pemerintah yang gencar
melakukan pemberantasan korupsi, juga menghambat program
pemerintah dalam bidang kehutanan, serta hal meringankan
yakni bersifat sopan dalam persidangan, majelis hakim tidak
‘sependapat dengan besarnya hukuman yang dituntutkan JPU,
sehingga vonis hukuman lebih ringan. Kuasa hukum terdakwa, I
Gede Putu Bimantara Putra dan I Ketut Bakuh, Jumat (3/4) ke-
marin yang dikonfirmasi via ponsel menyatakan pikir-pikir.
Sementara vonis I Gede Sandi juga menurun dari tuntutan,
yakni 1,5 tahun penjara ditambah denda Rp 50 juta subsider 3
bulan, tanpa harus membayar uang pengganti kerugian negara.
Terdakwa yang saat pembacaan putusan tidak didampingi
kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir. Dia sebelumnya di-
tuntut hukuman dua tahun penjara ditambah denda Rp 50 juta
subsider 6 bulan oleh JPU dari Kejari Amlapura. (kmb37)




